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MATRIKS PERBANDINGAN 

PERUBAHAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 9 TAHUN 2022 DAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENTANG 

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

Peraturan Bupati Tanah Laut 9 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 

Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH LAUT BUPATI TANAH LAUT 

Menimbang: Menimbang: 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka dengan 

adanya perubahan susunan organisasi berdampak pula 

pada susunan peta jabatan di masing-masing Perangkat 

Daerah, sehingga untuk menunjang kelancaran tugas 

Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilaksanakan 

perumusan kembali peta jabatan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 142 

Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Tanah Laut, dan Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 143 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat Penggung Pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sehingga untuk 

menunjang kelancaran tugas perlu dilakukan perumusan 

peta jabatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah 

Laut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peta Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; 

Mengingat: Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

Nomor 114); 

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

Nomor 114); 

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: Menetapkan: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 

LAUT. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 9 TAHUN 

2022 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT. 

BAB I Pasal I 

KETENTUAN UMUM     

Pasal 1 Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Ketentuan Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran 

XV, dan Lampiran XXVII Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 

9 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2022 Nomor 9) diubah menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. Tetap 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

Tetap 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 

Bupati Balangan. 
 Tetap  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

  Tetap  

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 
 Tetap  

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

  Tetap  

7. Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Tetap 

8. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
 Tetap 

9. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Tetap 

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut. Tetap 
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11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis 

operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu. 

Tetap 
 

12. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia adalah 

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Tanah Laut 

Tetap 
 

13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

Tetap 
 

14. 14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

Tetap 
 

15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

Tetap 
 

16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

Tetap 
 

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 

UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu. 

Tetap 
 

18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

Tetap 

19. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin 

suatu satuan organisasi. 

Tetap 

20. Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan 

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan 

tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan 

dengan angka kredit. 

Tetap 

21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

Tetap 

22. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan 

secara vertikal maupun horizontal menurut struktur 

kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta 

persyaratan jabatan. 

Tetap 

23. 23. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik 

untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi 

informasi jabatan. 

Tetap 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Tetap 

Pasal 2 Tetap 
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Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman 

dalam menentukan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah 

dalam jangka waktu tertentu. 

Tetap 

Pasal 3 Tetap 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan 

kejelasan perencanaan kebutuhan pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Tetap 

BAB II Tetap 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA Tetap 

Pasal 4 Tetap 

Setiap ASN yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan 

fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana. 
Tetap 

BAB III Tetap 

PETA JABATAN Tetap 

Pasal 5 Tetap 

 (1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis 

jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. 
Tetap 

 (2) Untuk menggambarkan kebutuhan Jabatan Struktural, 

Pelaksana, dan Jabatan Fungsional dari tingkat tertinggi 

sampai terendah pada suatu unit Perangkat Daerah maka 

ditetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Tetap 

BAB IV Tetap 

FORMASI JABATAN Tetap 

Pasal 6 Tetap 

(1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) menjadi dasar formasi jabatan. 
Tetap 

 

(2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai dasar untuk: 

a. perencanaan kebutuhan pegawai; 

b. penerimaan Calon Pegawai ASN; atau 

c. mutasi ASN. 

Tetap 
 

BAB V Tetap 

Ketentuan Penutup Tetap 

Pasal 7 Pasal II 
(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019 tentang Peta 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 

Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 266 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019 tentang Peta 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 

Nomor 266) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
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  Ditetapkan di Pelaihari   Ditetapkan di Pelaihari 

  pada tanggal 3 Januari 2022   pada tanggal 4 Januari 2023 

  BUPATI TANAH LAUT,   BUPATI TANAH LAUT, 

                                                        

                          TTD                           TTD 

        

  H. SUKAMTA   H. SUKAMTA 

    

  Diundangkan di Pelaihari   Diundangkan di Pelaihari 

  pada tanggal 3 Januari 2022   pada tanggal 4 Januari 2023 

        

  SEKRETARIS DAERAH   SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN TANAH LAUT,   KABUPATEN TANAH LAUT, 

        

                                  TTD                                   TTD 

        

  H. DAHNIAL KIFLI   H. DAHNIAL KIFLI 

    

  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

TAHUN 2022 NOMOR 9 
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN 

TAHUN 2023 NOMOR 11 

 

 


